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GUBERNUR BALI 

 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR 31 TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA 
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR BALI, 

 
Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a. 
 
                       
 
 
 b. 
 
 
 
 
 
 c. 
   
 
 
 
 1. 
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bahwa  dalam rangka tertib administrasi  penatausahaan 
keuangan daerah,  telah ditetapkan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 23 Tahun 2007 tentang Honorarium dan 
Satuan Biaya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
 
bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Honorarium dan Satuan Biaya Pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan hukum dewasa ini 
sehingga perlu ditinjau kembali;  
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur   tentang Honorarium dan Satuan 
Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
 
Undang-Undang  Nomor  64  Tahun   1958  tentang  
Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat  I  Bali,  Nusa  
Tenggara  Barat dan Nusa Tenggara Timur  (Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Tahun   1958   Nomor  115,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 
1649); 
 
Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
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 3. 
 
 
 
 
 4. 
 
 
    
   
 5. 
 
 
    
 
  
 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. 
 
               
  
 
 8. 
 
 
 
 
 
 
 9. 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN 

BIAYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. 
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BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 
Dalam Peraturan Gubernur  ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 

2. Gubernur adalah Gubernur Bali. 

3. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa 
yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas 
untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau 
kegiatan pada Satuan Kerja  Perangkat Daerah. 

4. Satuan biaya adalah biaya tertinggi untuk satuan 
pekerjaan/pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan 
dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan 
Kerja  Perangkat Daerah. 

 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 

6. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

8. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan yang 
dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk 
kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada 
Satuan Kerja  Perangkat Daerah. 

 
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian.  

 
10. Kebendaharaan adalah keseluruhan kegiatan untuk menerima, 

menyimpan dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan, 
pengeluaran dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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11. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan selanjutnya disebut Tim    
adalah pejabat/pegawai/orang yang ditunjuk oleh pengguna 
anggaran/pengguna barang untuk melaksanakan suatu kegiatan 
pada Satuan Kerja  Perangkat Daerah. 

 
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja  Perangkat 

Daerah  yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan 
Kerja  Perangkat Daerah. 

 
13. Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan yang selanjutnya disebut 

PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja  Perangkat 
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa  kegiatan dari 
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk          

untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
pada Satuan Kerja  Perangkat Daerah. 

 
15. Bendahara Pengeluaran  adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah pada Satuan Kerja  Perangkat Daerah. 

 
BAB II 

JENIS HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA 

Pasal  2 
 

(1) Jenis honorarium terdiri dari  : 

a. honorarium PNS yang ditugaskan selaku penatausahaan 
keuangan daerah dan kebendaharaan  pada SKPD; 

b. honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim/ Panitia 
Pelaksana Kegiatan;  

c. honorarium pelaksana kegiatan penelitian;  
d. honorarium Tenaga Ahli/ Profesional S2/S3;  
e. honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;  
f. honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa per paket; 
g. honorarium Penyelenggara Ujian; 
h. honorarium Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, 

Kelompok Ahli Bidang  Hukum, Kelompok Bantuan Hukum 
dan Kelompok Ahli DPRD; 

i. honoraium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); 
j. honorarium Komisi Penanggulangan AIDS (KPA); 
k. honoraium Instruktur/Narasumber/Pengajar/Penguji; 
l. honorarium penterjemah; 
m. honorarium penulisan;dan 
n. honorarium pengetikan. 
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(2) Jenis satuan biaya terdiri dari  : 

a. akomodasi dan sewa; 
b. uang saku dan pengganti  transportasi;  
c. makanan dan minuman; dan 
d. perawatan   kendaraan   bermotor  yang digunakan  untuk 

jasa service/ penggantian suku cadang, bahan bakar minyak 
dan pelumas, jasa kir, biaya STNK untuk kendaraan dinas 
operasional pada masing-masing SKPD; 

 
Pasal  3 

(1)  PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 
meliputi: 

a.   PPK-SKPD  terdiri dari: 

      1.    urusan penyiapan SPM; 
2. urusan verifikasi SPJ; 
3. urusan Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan; 
4. pembantu Urusan Penyiapan SPM; 
5. pembantu Urusan Verifikasi SPJ; dan 
6. pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 

b. bendahara penerimaan; 

c.  pembantu bendahara penerimaan terdiri dari : 

1. pembuat dokumen penerimaan dan penyetoran uang ; 
2. pembuat SPJ fungsional. 

d. bendahara penerimaan pembantu; 

e. pembantu bendahara penerimaan pembantu terdiri dari; 

- pembantu pembuat dokumen penerimaan dan 
penyetoran uang. 

 
f. Bendahara pengeluaran; 

g. Pembantu bendahara pengeluaran terdiri dari : 
1. Pembuat Dokumen Pengeluaran uang; 
2. Pembuat SPJ Fungsional;dan 
3. Pengurus Gaji. 

h. Bendahara pengeluaran pembantu;  

i. Pembantu bendahara pengeluaran pembantu terdiri dari : 

1. Pembantu pembuat Dokumen Pengeluaran Uang; dan 
2. Pembantu Pengurus Gaji. 

j. Pengelola Barang Milik Daerah  terdiri dari : 

1. Penyimpan dan pengurus  Barang ; 
2. Penyimpan Barang; 
3. Pengurus Barang; dan 
4. Pembantu Penyimpan dan pengurus Barang. 
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(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf 
b,  huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf j diberikan paling 
banyak selama 12 bulan atau selama masa pelaksanaan 
kegiatan.  

 
Pasal  4 

(1) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 
b dapat diberikan honorarium apabila melibatkan instansi lainnya 
yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dan 
sesuai dengan  urgensi kegiatan. 

(2) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh 
Gubernur dan/atau oleh Kepala SKPD sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa 
pelaksanaan kegiatan. 

 
Pasal 5 

PNS yang bertugas selaku penatausahaan keuangan daerah dan 
kebendaharaan pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) huruf a yang dananya berasal dari APBD tidak boleh 
merangkap sebagai pejabat penatausahaan keuangan daerah yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
 

BAB III 

BESARAN HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA 

Pasal  6 
 
(1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  

ayat (1)  tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

(2) Besaran satuan biaya SKPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II  Peraturan 
Gubernur ini. 

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  7 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur 
Bali Nomor  23 Tahun 2007 tentang Honorarium dan Satuan Biaya 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2007 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 8 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Bali. 

Ditetapkan di Denpasar. 
pada tanggal 14 Juli 2008 
 
GUBERNUR BALI, 

       ttd 

DEWA BERATHA 
  
 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 14 Juli 2008 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 
                                  ttd 
 
                   I NYOMAN YASA 
 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007  NOMOR 31 
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